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ABSTRAK

Nama : Muhammad Dandy Saputra
NIM : 202010110311046
Judul : Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hakim Pada Putusan Pailit

Perkara Nomor 7/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN SMG Dalam Perspektif
Kelangsungan Usaha

Pembimbing : Wasis, SH., M.Si., M.Hum
Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH

Apabila melihat ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terdapat beberapa
asas, salah satunya adalah asas kelangsungan usaha. Konsep Kelangsungan Usaha
yang disebut juga dengan “Bussiness Going Concern” menitikberatkan pada
keberlangsungan usaha eksistensi perusahaan debitor, sehingga harapannya tidak
terjadi kepailitan. Penelitian ini-bertujuan untuk mengetahui dan memahami
pertimbangan hukum hakim pada putusan Pailit Nomor 7/Pdt.sus-Pailit/2022/Pn
Smg ditinjau dari perspektif kelangsungan usaha debitor Pailit. Metode yang
digunakan dalam penulisan-ini berupa penelitian hukum normatif (normatif legal
research) dengan pendekatan Perundang-Undangan dan Prinsip Kelangsungan
Usaha. Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa Undang-Undang 37 Tahun 2004
tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terdapat asas
Kelangsungan Usaha sebelum dijatuhkannya pailit hakim  sebaiknya
mempertimbangkan = adanya asas tersebut tidak ~semata-mata hanya
mempertimbangkan hasil voting para kreditor, yang seharusnya menjadi bagian
penting dalam keputusan terkait pailit untuk menjaga keseimbangan antara hak
kreditur dan keberlangsungan usaha debitor. Rekomendasi Penelitian ini, yaitu
hakim seharusnya menggali fakta- fakta yang termuat dalam persidangan dalam
memutus perkara kepailitan. Diharapkan putusan pailit di masa depan dapat lebih
mencerminkan  keseimbangan antara kepentingan kreditor dan debitor, serta
mendorong kelangsungan usaha yang dapat memberikan manfaat jangka panjang
bagi semua pihak yang terlibat.

Kata Kunci: Kelangsungan Usaha, Kepailitan, Pertimbangan Hukum Hakim



ABSTRACT

Name : Muhammad Dandy Saputra
NIM : 202010110311046
Title : Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hakim Pada Putusan Pailit

Perkara Nomor 7/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN SMG Dalam
Perspektif Kelangsungan Usaha

Adviser : Wasis, SH., M.Si., M.Hum
Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH

In view of the provisions of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy
and Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU), there are several principles,
one of whichis the principle of business continuity. The concept of Business
Continuity, also known as “Going Concern,”’ emphasizes the continuity of the debtor
company's business existence, with the hope that bankruptcy can be avoided. This
study aims to understand and analyze the legal considerations of judges in
Bankruptcy Decision Number 7/Pdt.sus-Pailit/2022/Pn Smg from the perspective of
the bankrupt debtor's business continuity. The method used in this writing is
normative legal research with a legislative approach and the Going Concern
Principle. The results of this research indicate that Law Number 37 of 2004
concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations includes the
principle of Business Continuity. Before declaring bankruptcy, judges should
consider this principle, not merely the voting results of the creditors, which should
be an important part of the bankruptcy decision to maintain a balance between
creditor rights and the debtor's business continuity. The recommendation of this
study is that judges should explore the facts presented in court when deciding
bankruptcy cases. It is hoped that future bankruptcy decisions will better reflect a
balance between the interests of creditors and debtors, and promote business
continuity, which can provide long-term benefits for all parties involved.

Keywords: Business Continuity, Bankruptcy, Judge’s Legal Considerations.
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